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Abstract: The zdivision zor ztransfer zof zinheritance zrights zis zgiven zto zthe zheirs zor zif zthe zheirs 

zare zprevented zfrom zgetting zthe zinheritance, zthen za zwill zcan zbe zused. A zwill zis za zgift zfrom 

zone zperson zto zanother, zwhether zin zthe zform zof zobjects, zreceivables, zor zbenefits zto zbe 

zowned zby zthe zbeneficiary zas za zgift zthat ztakes zeffect zafter zthe zdeath zof zthe zperson zmaking 

zthe zwill. The zterm zobligatory zwill zwas zfirst zrecognized zin zthe zEgyptian zInheritance zLaw 

zwhich zis zused zto zhelp zmale zgrandsons zwho zare zhindered zfrom zobtaining zinheritance zdue 

zto zbeing zveiled zby zsons zfor zgranddaughters, zthus zwith zthe zobligatory zwill zit zallows 

zsomeone zwho zis zhindered zby zthe zright zto zobtain zinheritance zrights. possible zto zinherit. 

This research is a normative juridical research, the main material is based on several 

theories, concepts, and principles of law and related laws and regulations in this study. 

The approach used is the statute approach and the case approach. The position of non-

Muslim children to the inheritance of Muslim heirs is not as heirs where in Islamic 

Inheritance Law does not recognize heirs to people of different religions (non-Muslims), 

because the purpose of inheritance itself is according to the concept of maqashid al-syariah 

(the purpose of inheritance Islamic law) operationally is to maintain property and offspring. 

This is the reason that the position of the right of non-Muslim children to the inheritance of 

Muslim heirs is regulated in the Islamic Inheritance Law in force in Indonesia which 

places children of other religions from the religion embraced by the heir not to inherit but 

to obtain a mandatory will. 

Keyword: Compulsory Wills, Compilation of Islamic Law, Inheritance Law, Position of 

Heirs, Non-Muslims. 

 

 

Abstrak: Pembagian atau peralihan hak harta waris diberikan kepada kepada ahli waris atau 

apabila ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan maka dapat menggunakaan 
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wasiat. Wasiat Wajibah pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Hukum Waris Mesir 

yang bertujuan untuk membantu para cucu pancar lelaki yang terhalang dalam mendapatkan 

warisan akibat terhijab oleh anak lelaki bagi cucu pancar perempuan, demikian dengan 

adanya wasiat wajibah memungkinkan seseorang yang terhalang hak memperoleh hak waris 

memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Pengaturan wasiat wajibah dalam Undang – 

Undang Hukum Waris Mesir dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan mendasar 

bahwa pada ahli waris yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditujukkan untuk 

orang lain yakni anak angkat atau orang tua angkat. Penelitian ini merupakan penelitian 

yuridis normatif, bahan zutamanya zberdasarkan zpada zbeberapa zteori, zkonsep, zdan zasas 

zhukum zserta zperaturan zperundang-undangan zyang zberkaitan zdalam zpenelitian zini. 

Pendekatan zyang digunakan adalah pendekatan zperundang z– zundangan z(statute zapproach) 

zdan zpendekatan zkasus z(the zcase zapproach). Kedudukan anak non muslim terhadap harta 

warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum 

Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-

muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-syariah 

(tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan 

keturunan. zHal zini zyang zmenjadi zalasan zbahwa zkedudukan zhak zanak znon zmuslim zatas 

zwarisan zpewaris zmuslim zdiatur zdalam zHukum zWaris zIslam zyang zberlaku zdi zIndonesia 

zyang zmenempatkan zanak zyang zberagama zlain zdari zagama zyang zdipeluk zpewaris ztidak 

zmemperoleh zwarisan ztetapi zmemperoleh zwasiat zwajibah. z 

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris, Kedudukan Ahli 

Waris, Non-Muslim.  

 

 

Pendahuluan  

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku 

bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara 

mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan 

terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah 

yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. 

Perkawinan zmerupakan zbagian zdari zkehidupan zmanusia zuntuk zmemenuhi zibadah zagar 

zmewujudkan zketentraman, zkedamaian, zdan zkesejahteraan zdalam zmembentuk zrumah 

ztangga1. zMasyarakat zIndonesia zdianggap sebagai zmasyarakat zyang zkompleks zdan zplural 

zyang zmana zditandai zdengan zadanya zperbedaan zagama zdalam zsuatu zkeluarga. zPerbedaan 

zagama zdalam zsatu zkeluarga zini zsecara zrealistis zterjadi zkarena zperkawinan zbeda zagama 

zantara zpria/wanita znon-muslim. zPerkawinan zbeda zagama zdalam zmasyarakat zIndonesia 

zdapat zdikatakan zsebagai zsuatu zkewajaran. zNamun zdemikian ztidak zjuga zberarti zbahwa 

zpersoalan zperkawinan zbeda zagama ztidak zdipermasalahkan, zbahkan zcenderung zselalu 

zmenuai zkontroversi zdi zkalangan zmasyarakat. zPenyebab zterjadi zperkawinan zbeda zagama zdi 

 
1 Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Media 

Syari’ah, Vol.22, No.1, (2020), hlm. 49-50. 
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zIndonesia zadalah zkeberadaan zUndang-Undang zPerkawinan z(UUP) zNo. z1 zTahun z1974 

zyang ztidak zmengakomodir zpersoalan zperkawinan zbeda zagama, zkarena zperkawinan zcampur 

zyang zdimaksud zdalam zPasal z57 zUUP zadalah zperkawinan zantara zdua zorang yang di 

zIndonesia ztunduk zpada zhukum zyang zberlainan, karena zperbedaan zkewarganegaran, zbukan 

zkarena zperbedaan zagama. zSementara zkeberadaan zPasal z2 zayat z(1) zUUP zyang zberisi 

zperkawinan zadalah zsah zapabila dilakukan menurut hukum zmasing-masing agama zdan 

zkepercayaannya zitu, zdianggap zmenutup zkesempatan untuk terjadinya zperkawinan zbeda 

zagama zdi zIndonesia. zLain zhalnya zdengan zyang ztertuang zdalam zInpres zNomor z1 zTahun 

z1991 ztentang zKompilasi zHukum zIslam z(KHI), zbahwa zdalam zBuku zI zKHI zPasal z40 zhuruf 

z(c) zmenegaskan zbahwa zseorang zwanita zyang ztidak zberagama zIslam zdilarang 

zmelangsungkan zperkawinan zdengan zpria zmuslim. zKontroversi zterkait zPerkawinan zbeda 

zagama zdi zIndonesia zpada zhakikatnya zmemiliki zdampak zlangsung zpada zpermasalahan 

hukum kewarisan yakni terkait dengan penetapan zahli zwaris zuntuk zdilakukan zpembagian 

zharta zwarisan. 

Pengaturan waris di Indonesia dikenal dengan adanya pluralisme atau berlakunya 

berbagai macam aturan terkait dengan waris. Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis aturan yang 

mengatur tekait dengan hukum kewarisan yakni sebagai berikut : 

1. Hukum Waris dalam Perdata 

Pengaturan hukum waris secara perdata diatur dalam KUHPerdata yang 

tercantum dalam Buku II (mengatur tentang harta kekayaan dan Hutang) dan ada 

dalam Buku III (mengatur terkait Wasiat). Pada umumnya hukum waris perdata ini 

dianut oleh masyarakat yang beragama non-muslim, dan sistem pembagian warisan 

dalam hukum waris perdata menganut pada sistem bilateral yang mana 

mendapatkan warisan dari kedua belah pihak pewaris baik ibu maupuun ayah 

sehinngga, dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pewarisan hukum perdata 

tidak memandang perbedaan dalam pembagian harta warisan baik ahli waris laki-

laki maupun perempuan. Masyarakat yang beragama non-muslim apabila terjadi 

perselisihan yang kaitannya dengan kewarisan dapat menyelesaikannya di 

Pengadilan Negeri. 

2. Hukum Waris dalam Adat 

Sebagai negara yang memiliki keaneregaman budaya, Indonesia 

memberikan pengakuan dan menghormati setiap hukum yang berlaku di daerah 

masing-masing. Dasar hukum dalam kewarisan adat yaitu menggunakan hukum 
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adat yang adat yang sesuai dengan kekerabatan yang dianut dalam masing-masing 

masyarakat adat. Adaun bentuk system kekerabatan dalm hukum waris adat yaitu : 

a. Patrilineal 

Sistem kekerabatan secara patrilineal adalah sistem kekeluargaan 

yang keturunannya dari garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Adapun 

yang menganut sistem kekerabatan secara patrilineal yaitu suku Batak. 

b. Matrilineal 

Sistem zkekerabatan zsecara zmatrilineal zyaitu zadalah zsistem 

zkekeluargaan zyang zgaris zketurunannya zdari zketurunan zpihak zperempuan 

zatau zibu. Adapuun zyang zmenganut zdalam zsistem zkekerabatan zsecara 

zmatrilineal zyaitu zsuku zminangkabau. 

c. Parental z 

Sistem zkekerabatan zyang zmenarik zketurunanya zdari zgaris 

zketurunan zdari zayah zdan zibu zsehingga zdalam zsistem zkekerabatan zparental 

ztidak zmembedakan zahli zwaris zanak zlaki-laki zdan zanak zperempuan zyang 

zmana zahli zwaris ztersebut zmemiliki zhak zyang zsama zdalam zmemperoleh 

zharta zpeninggalan zatau zwarisan zdari zorangtuanya. Sistenm zkekerabatan 

zparental zini zdianut zoleh zmasyarakat zsuku zBugis.  

3. Hukum Waris dalam Islam 

Pengaturan hukum waris secara islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi 

Hukum Indonesia (KHI) yang mana aturan ini berlaku bagi orang muslim. Sistem 

kewarisan dalam islam menganut sistem bilateral yang mana pemmbagian warisan 

di dapatkan dari kedua orang tua, dan anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar 2 

(dua) dan perempuan mendapatkan bagiann sebesar 1 (satu). Perselisihan sengketa 

dalam hukum waris Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. 

Perkawinan dan kewarisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

sehingga ketika seseorang melakukan perkawinan beda agama maka akan berdampak pula 

pada kewarisan. Islam telah mengatur mengenai syarat-zsyarat ahli waris zadapun mencakup 

sebagai berikut z: 

1) Seseorang zyang zmeninggal zdunia zmemiliki zhubungan zdarah zatau zhubungan 

zperkawinan zdengan zpewaris; 

2) beragama zislam; 

3) tidak zterhalang zkerena zhukum zuntuk zmenjadi zahli zwaris. 
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Seseorang zdapat zmemperoleh zharta zwarisan zapabila ztidak zterhalang zhak 

zmewarisnya zatau zistilah zlainnya zdisebut zdengan zmabjub zdan zmamnu’ zatau zmabrum. 

zmabjub zdimana zsesorang ztidak zmendapatkan zwarisan zkarena zterhalang zoleh zahli zwaris 

zyang zmemiliki zgaris zkekerabatan zyang zlebih zdekat, zkemudian zapabila zmamnu/ zatau 

zmabrum zyaitu zahli zwaris zyang zterhalang zkarena zkedudukan zseseorang ztersebut zdianggap 

zharam zoleh zislam z(anak zmembunuh zorang ztua, zanak zyang zberbeda zagama zdengan zorang 

ztuanya). 2 Pembagian zatau zperalihan zhak zharta zwaris zdiberikan zkepada zkepada zahli zwaris 

zatau zapabila zahli zwaris ztersebut zterhalang zuntuk zmendapatkan zwarisan zmaka zdapat 

zmenggunakaan zwasiat. zWasiat zialah zsuatu zpemberian zdari zseseorang zkepada zorang zlain, 

zbaik zberupa zbenda, zpiutang, zmaupun zmanfaat zuntuk zdimiliki zoleh zpenerima zwasiat 

zsebagai zpemberian zyang zberlaku zsetelah zwafatnya zorang zyang zberwasiat.3 zSebagaimana 

zdalam zKHI zterkait zdengan zwasiat zyang zdiatur zdalam zPasal z194-209 zdimana zdipandang 

zsebagai zhukum zmateriil zdan zdiberlakukan zdi zperadilan zdalam zlingkungan zPeradilan 

zAgama. zSelain zmengatur zwasiat zbiasa, zKHI zjuga zmengatur zdan zmemperkenalkan zhal zbaru 

zdalam zkhasanah zhukum zIslam zdi zIndonesia zyaitu zwasiat zwajibah znamun zbelum zdijelaskan 

zsecara zspesifik zpengertian zdari zwasiat zwajibah. zSecara zteori zwasiat zwajibah zdidefinisikan 

zsebagai ztindakan zyang zdilakukan zpenguasa zatau zhakim zsebagai zaparat znegara zuntuk 

zmemaksa zatau zmemberi zputusan zwajib zwasiat zbagi zorang zyang ztelah zmeninggal zdunia 

zyang zdiberikan zkepada zorang ztertentu zdalam zkeadaan ztertentu4. zPenetapan zwasiat zwajibah 

zyang zdiatur zdalam zketentuan zPasal z209 zKHI zmenunjukkan zbahwa zketentuan zpemberian 

zwasiat zwajibah zhanya zdiperuntukkan zbagi zanak zangkat zyang zorang ztua zangkatnya 

zmeninggal zdunia zatau zsebaliknya zdiberikan zkepada zorang ztua zangkat zdari zanak zangkatnya 

zyang zmeninggal zdunia. zBerdasarkan zPasal z209 zKHI zsecara ztersirat zmemuat zunsur z– zunsur 

zsebagai zberikut z: 

1) Subjek zhukumnya zadalah zanak zangkat zatau; 

2) Negara zmemiliki zkewenangan zuntuk zmemberikan zdan zmenyatakan zterkait 

zpemberian zwasiat zkepada zpenerima zwasiat. z 

3) Penerima zwasiat zmendapatkan zbagian zsebanyak-banyaknya zatau ztidak zboleh 

zmelebihi zsatu zpertiga zdari zharta zpeninggalan zpewaris. 

 
2 Ahda Fitriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Syariah 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No 2 (2022), hlm.94–95. 
3 Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian 

Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No.2 (November 2016), hlm.44. 
4 Destri Budi Nugraheni and Yulkarnain Harahab Haniah Ilhami, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat 

Wajibah Di Indonesia, Mimbar Hukum, Vol.22, No.2 (Juni, 2010), hlm.311–312. 



Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - 

Muslim di Indonesia 

61 | QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM, Vol. 1 No. 1 Mei 2023 

Penetapan zwasiat zwajibah zyang zdiatur zdalam zKHI zyang zhanya zdiperuntukkan zbagi 

zorang ztua zatau zanak zangkat ztersebut, zdengan zperkembagannya zmengarah zdari zdiluar 

zketentuan ztersebut zyaitu zsebagaimana zdalam zPutusan zMahkamah zAgung zRI zNomor 

z51.K/AG/1999 ztanggal z29 zSeptember z1999 zbahwa zdalam zputusan ztersebut zhakim 

zmenetapkan zahli zwaris znonz–muslim zsebagai zahli zwaris zberdasarkan zwasiat zwajibah zyang 

zbesarnya zsetara zdengan zbagian zahli zwaris zlain zyang zberagama zIslam. zBerdasarkan zuraian 

ztersebut zmaka zpenulis zmengambil zjudul z“Eksistensi zWasiat zWajibah zsebagai zAlternatif 

zdalam zPembagian zWaris zyang zAhli zWarisnya zberagama znon-muslim zdi zIndonesia.” 

zMelalui zpermasalahan zdiatas zmaka zpenulis zrumusan zmasalah zyang zterkait zsebagai zberikut: 

1. Bagaimana zPengaturan zHukum zWasiat zWajibah zdalam zKompilasi zHukum zIslam 

z(KHI)? 

2. Bagaimana zKedudukan zWasiat zWajibah zterhadap zAhli zWaris zNon z– zMuslim zdi 

zIndonesia? 

Metode zPenelitian 

Berdasarkan zuraian zlatar zbelakang zdiatas, zmaka zanalisis zterhadap zisu zhukum 

zEksistensi Wasiat zWajibah zsebagai zAlternatif zdalam zPembagian zWaris zyang zAhli 

zWarisnya zBeragama znon-Muslim zdi zIndonesia zdilakukan zdengan zmetode zpenelitian 

zhukum. zPenelitian zhukum zsendiri zmerupakan zproses zuntuk zmenemukan zaturan zhukum, 

zprinsip z– zprinsip zhukum, zatau zpendapat zhukum zlainnya zuntuk zmenjawab zisu zhukum zyang 

zditeliti. zJenis zpenelitian zhukum zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zadalah zyuridis 

znormatif zyang zmerupakan zpenelitian zyang zbahan zutamanya zberdasarkan zpada zbeberapa 

zteori, zkonsep, zdan zasas zhukum zserta zperaturan zperundang z– zundangan zyang zberkaitan 

zdalam zpenelitian zini5. 

Pendekatan zpenelitian zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zmenggunakan 

zpendekatan zperundang z– zundangan z(statute zapproach) zdan zpendekatan zkasus z(the zcase 

zapproach). zPendekatan zdengan zmenggunakan zperundang z– zundangan zdilakukan zmenelaah 

zbeberapa zaturan zhukum zyang zberkaitan zdengan zisu zhukum zdalam zpenelitian zsedangkan 

zpendekatan zkasus zdilakukan zdengan zcara zmenelaah zterhadap zperkara zterhadap zperkara 

zyang zberkaitan zdengan zisu zhukum zdalam zputusan. zBahan zhukum zyang zdigunakan zuntuk 

zpenunjang zpenelitian zini zmenggunakan zdata zsekunder zyang zmeliputi zsebagai zberikut z: 

1. Bahan zHukum zPrimer 

 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. 
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Bahan zhukum zprimer zmerupakan zbahan zhukum zyang zmemiliki zkekuatan zmengikat 

zdengan zpenelitian zyang zdisusun6. Adapun zbahan zhukum zprimer zyang zdigunakan zdalam 

zpenyusunan zpenelitian zbersumber zdari z: 

a. Al z– zQur’an; 

b. Undang z– zUndang zDasar zNegara zRepublik zIndonesia zTahun z1945; 

c. Kompilasi zHukum zIslam, zdan; 

d. Yurisprudensi. 

2. Bahan zHukum zSekunder 

Bahan zhukum zsekunder zberupa znaskah zakademik zrancangan zundang–undang zyang 

zbersinggungan zdengan zpenelitian zhukum zsekunder zyang zmeliputi zpendapat zahli zyang 

ztermuat zdalam zbuku, zjurnal, zartikel, zdan zjenis ztulisan zlainnya zyang zberkaitan zerat 

zdengan zisu zhukum zyang zakan zditeliti7. 

3. Bahan zHukum zTersier 

Bahan zhukum ztersier zatau zjuga zdapat zdisebut zdengan zbahan znonhukum zyang zdigunakan 

zsebagai zpetunjuk zatau zuraian zdari zbahan zhukum zprimer zdan zbahan zhukum zsekunder8. 

Bahan zhukum ztersier zyang zdigunakan zantara zlain zmeliputi zkamus, zensiklopedia, zdan 

zlain z– zlain. 

Melalui bahan-bahan hukum yang diteliti atau dianalisis oleh penulis maka lebih 

lanjut akan dilakukan penafsiran yang berguna untuk memecahkan isu yang diangkat oleh 

penulis. 

 

Pembahasan  

Pengaturan zWasiat zWajibah zdalam zKompilasi zHukum zIslam z(KHI) 

Wasiat dalam bahasa arab disebut dengan (ausala) yang berarti menyambungkan9. 

Berdasarkan zsyariat zIslam zwasiat zmerupakan zpenghibahan zsuatu zbenda. zpiutang, zatau 

zmanfaat zuntuk zdimiliki zoleh zseseorang zyang zdiberi zwasiat zsesudah zorang zyang zberwasiat 

zmeninggal zdunia10. zDefinisi zlain zjuga zditerangkan zdalam zPasal z171 zhuruf z(f) zyaitu z: 

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang 

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Wasiat zdalam zKHI zdiatur zdalam zBab zV 

 
6 zIbid., zhlm.181. 
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.62. 
8 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62. 
9 Abdul Syatar, Prioritas Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab), Jurnal Al-‘Adl, Vol.11, 

No.1 (2018), hlm.123.  
10 Eko Setiawan, Op.Cit, hlm.48. 
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zPasal z194-209 zyang zmenyangkut zterkait zdengan zhak zuntuk zberwasiat, zbentuk zwasiat, zjenis 

z– zjenis zwasiat, zhal-hal zyang zdapat zatau ztidak zdapat zdilakukan zdalam zwasiat. Menurut 

ketentuan dalam Islam seseorang yang telah dekat dengan ajalnya dan seseorang tersebut 

meninggalkan hartanya secara cukup maka hendaklah orang tersebut wajib menggunakan 

wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian bagi kerabat lainnya)11.  

Ketentuan hukum terkait dengan wasiat lebih lanjut diatur dalam ayat 240 (Surah Al-

Baqarah) yang berbunyi sebagai berikut : 

ذِيْنََ
َّ
َ وَال

َ
وْن

َّ
وَف
َ
مَْ يُت

ُ
ك
ْ
َ مِن

َ
رُوْن

َ
َ وَيَذ

 
وَاجًا

ْ
ز
َ
َ ا

 
ة صِيَّ وَاجِهِمَْ وَّ

ْ
ز
َ ا
اَ لِّ

ً
اع
َ
ت َ مَّ

َ
حَوْلَِ اِل
ْ
ََ ال ْ ي 

َ
َ غ رَاج 

ْ
َ اِخ

 
ۚ َ

ْ
اِن
َ
رَجْنََ ف

َ
َ خ

َ
ل
َ
احََ ف

َ
مَْ جُن

ُ
يْك
َ
ل
َ
َْ ع ِ ِ

 
نََ مَاَ ف

ْ
عَل
َ
ْيَ ف ِ ِ

 
 ف

سِهِنََّ
ُ
ف
ْ
ن
َ
َ مِنَْ ا

 
عْرُوْف  َُ مَّ

ٰ
َ وَاللّ زِيْز 

َ
حَكِيْم َ ع    

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah 

membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya 

(dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai 

apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah 

Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqarah (2):240). 

Selain itu Al-Qur’an juga mengatur ketentuan wasiat dalam ayat 106 Surah Al-Ma’idah (5) 

yang berbunyi sebagai berikut : 

هَا  يُّ
َ
ا
ذِيْنَ   ي ٰٓ

َّ
وْا   ال

ُ
مَن
ٰ
   ا

ُ
ة
َ
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َ
مْ   ش

ُ
ا  بَيْنِك

َ
َ   اِذ

َ مُ   حَض 
ُ
ك
َ
حَد

َ
   ا

ُ
مَوْت

ْ
ةِ   حِي ْ َ   ال وَصِيَّ

ْ
ن   ال

ي   
ْ
وَا  اث

َ
ل    ذ

ْ
مْ   عَد

ُ
ك
ْ
ن وْ   مِّ

َ
نِ   ا ر 

َ
خ
ٰ
مْ   مِنْ   ا

ُ
نك
ْ
ي 
َ
   غ

ْ
مْ  اِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ   ا

ُ
بْت َ

َ ِ   ض 
رْضن   ف 

َ ْ
  الْ

مْ 
ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا
َ
   ف

ُ
صِيْبَة    مُّ

 
مَوْتِ

ْ
هُمَا   ال

َ
حْبِسُوْن

َ
   ت

 
وةِ   بَعْدِ   مِنْ

ٰ
ل نن   الصَّ

سِم 
ْ
يُق
َ
ِ   ف

ٰ
مْ   اِنِ   بِاللّ

ُ
بْت
َ
   ارْت

َ
يْ   ل ن

َ
يَ

ْ
ش
َ
ا   بِه    ن

ً
مَن
َ
وْ   ث

َ
ل    وَّ

َ
ان
َ
ا   ك

َ
   ذ

ى  
رْب 
ُ
   ق

َ
مُ   وَل

ُ
ت
ْ
ك
َ
   ن

َ
ة
َ
هَاد

َ
ِ   ش

ٰ
 اللّ

 
 
ا
َّ
ا  اِن

ً
مِنَ   اِذ
َّ
ثِمِي ْ    ل

 ْ
 الْ

 

“Wahai zorang-orang zyang zberiman! zApabila zsalah zseorang z(di zantara) zkamu zmenghadapi 

zkematian, zsedang zdia zakan zberwasiat, zmaka zhendaklah z(wasiat zitu) zdisaksikan zoleh zdua 

zorang zyang zadil zdi zantara zkamu, zatau zdua zorang zyang zberlainan z(agama) zdengan zkamu. 

Jika zkamu zdalam zperjalanan zdi zbumi zlalu zkamu zditimpa zbahaya zkematian, zhendaklah 

zkamu ztahan zkedua zsaksi zitu zsetelah zsalat, zagar zkeduanya zbersumpah zdengan znama zAllah 

zjika zkamu zragu-ragu, z“Demi zAllah zkami ztidak zakan zmengambil zkeuntungan zdengan 

zsumpah zini, zwalaupun zdia zkarib zkerabat, zdan zkami ztidak zmenyembunyikan zkesaksian 

zAllah; zsesungguhnya zjika zdemikian ztentu zkami ztermasuk zorang-orang zyang zberdosa.” (Qs. 

Al Ma’idah (5): 106). 

Pengaturan zterkait zdengan zwasiat zini zdiambil zdari zkhazanah zlama zdalam zfikih zdan 

zsebagiannya zdireflesikan zdalam zprosedur zmodern zdan zpersoalan zbaru zdalam zwasiat 

zwajibah. Wasiat zwajibah zialah zwasiat zyang zwajib zdilakukan zbaik zhal ztersebut zdiucapkan 

 
11  Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.44. 
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zatau ztidak, zdikehendaki zatau ztidak zoleh zseseorang zyang zmeninggal zdunia zpelaksanaannya 

zwajib zdilaksanakan zkarena zdidasarkan zoleh zhukum12. zBerdasarkan Ensiklopedia Hukum 

Islam dijelaskan bahwa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris 

yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia karena adanya 

suatu halangan syara’13. Istilah zwasiat zwajibah zpertama zkali zdikenal zdalam zUndang-

Undang zHukum zWaris zMesir zyang zmana zdigunakan zuntuk zmembantu zpara zcucu zpancar 

zlelaki zyang zterhalang zuntuk zmendapatkan zwarisan zakibat zterhijab zoleh zanak zlelaki zbagi 

zcucu zpancar zperempuan, zdemikian zdengan zadanya zwasiat zwajibah zmemungkinkan 

zseseorang zyang zterhalang zhak zmemperoleh zhak zwaris zmemungkinkan zuntuk zmendapatkan 

zwarisan. 

Munculnya zwasiat zwajibah zmenurut zpendapat zFathur zRahman zkerena zhal zsebagai 

zberikut14 z: 

1. Hilangnya zunsur zikhtiar zbagi zorang zyang zmemberi zwasiat zdan zmunculnya 

zkewajiban zmelalui zperundang-undangan zatau zsurat zkeputusan ztanpa ztergantung 

zkerelaan zorang zyang zberwasiat zdan zpersetujuan zorang zyang zmenerima zwasiat; 

2. Ada zkemiripan zdengan zketentuan zpembagian zharta zpusaka zdalam zpenerimaan 

zlaki-laki zdua zkali zlipat zbagian zperempuan; 

3. Orang zyang zberhak zmenerima zwasiat zwajibah zadalah zcucu zlaki-laki zmaupun 

zperempuan, zbaik zpancar zlaki-laki zmaupun zperempuan zyang zorang ztuanya zmati 

zyang zmendahului zatau zbersama-sama zdengan zkakek zatau zneneknya. 

Melalui zUndang z– zUndang zMesir ztersebut zkemudian zpengaturan zwasiat zwajibah 

zdiatur zdalam zKHI zSebagaimana zbunyi zPasal z209 zKHI zterkait zdengan zwasiat zwajibah 

zsebagai zberikut z: 

Pasal z29 

(1) zHarta zpeninggalan zanak zangkat zdibagi zberdasarkan zPasal z176 zsampai zdengan zPasal 

z193 ztersebut zdi zatas, zsedangkan zterhadap zorang ztua zangkat zyang ztidak zmenerima zwasiat 

zdiberi zwasiat zwajibah zsebanyak-banyaknya z1/3 zdari zharta zwasiat zanak zangkatnya. z 

(2) zTerhadap zanak zangkat zyang ztidak zmenerima zwasiat zdiberi zwasiat zwajibah zsebanyak-

banyaknya z1/3 zdari zharta zwarisan zorang ztua zangkatnya. 

 
12 Ibid. 
13 Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di 

Negara-Negara Muslim, Jurnal Mizani:Wacana hukum, ekonomi, dan keagamaan, Vol.5, No.1, 2018, hlm.68.  
14 Eka Apriyudi, Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat 

Wajibah, Kertha Patrika, Vol.40, No.01, 2018, hlm.45. 
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Pengaturan zwasiat zwajibah zdalam zUndang z– zUndang zHukum zWaris zMesir zdengan 

zKHI zmemiliki zperbedaan zmendasar zbahwa zpada zahli zwaris zyang zdiberikan zdalam zKHI 

zlebih zditujukkan zuntuk zorang zlain zyakni zanak zangkat zatau zorang ztua zangkat15. Ketentuan 

pada Pasal 209 KHI dapat dipahami pemberian warisan untuk anak angkat dibagi dalam 2 

(dua) kategori yang pertama, bahwa anak angkat diberikan harta warisan sebgaiamana yang 

termauat dalam Pasal 176 sampai dengan 193, dan zyang zkedua zmenerangkan zbahwa zorang 

ztua zangkat zmenerima zsebanyak-banyaknya zsatupertiga zdari zharta zkekayaannya, zsebagai 

zwasiat zwajibah. Pengaturan zwasiat zwajibah zdengan zdemikian, zdapat zdisimpulkan zbahwa 

zorangtua zangkat zdisini zmendapatkan zbagian zsebesar-besarnya zsepertiga zharta zanak 

zangkatnya, zbaik zmelalui zwasiat zwajibah zataupun ztidak zada zwasiat zwajibah zdari zanak 

zangkat ztersebut. 

Penjelasan diatas menerangkan bahwa orangtua angkat memiliki bagian harta warisan 

jika anak angkatnya meninggal lebih dahulu melalui wasiat wajibah, begitu pula sebaliknya 

anak angkat akan memperoleh bagian harta warisan maksimal satupertiga dari harta warisan 

orangtua angkatnya. Konsep zpembagian zbagian zwasiat zwajibah zdalam zKHI zyang zsebesar 

z1/3 z zdidasarkan pada hadis Sa’ad bin Abi zWaqash, seorang sahabat Nabi. Sa’ad bin Abi 

Waqash16 z zyang zmana zsaat zkeadaan zsakit dikunjungi oleh zRasulullah zdan zbertanya, zSaya 

mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang zperempuan zyang zmewaris. 

zSaya zsedekahkan zsaja zdua zpertiga zdari zharta zsaya zini. zRasulullah zmenjawab z‚jangan 

zseperdua? ztanya zSa’ad zlagi. zDijawab zRasulullah zlagi zdengan z‚Jangan zbagaimana zjika 

zsepertiga? ztanya zSa’ad zkembali, zRasulullah zmenjawab‚ zbesar zjumlah zsepertiga zitu 

zsesungguhnya zjika zengkau ztinggalkan zanakmu zdalam zkeadaan zberkecukupan zadalah zlebih 

zbaik. 

Pendapat zlain zdiutarakan zoleh zHasbi zAsh zShiddieqy zterkait zdengan zlangkah z– 

zlangkah zuntuk zmenentukan zbesaran zwasiat zwajibah zyang zakan zdidapatkan zoleh zahli zwaris 

zlainnya zyakni zsebagai zberikut z: 

1. Harta zwarisan zyang ztelah zdibagikan zkepada zahli zwaris zyang zada ztermasuk zahli 

zwaris zyang zsesungguhnya ztelah zmeninggal zlebih zdahulu zyang zkemudian zbagian 

zyang zterakhir zini zlah zyang zakan zdiperuntukkan zwasiat zwajibah zdengan zketentuan 

ztidak zlebih zdari zsepertiga. 

 
15 Iin Mutmainnah, Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995), Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.17, No.2, 2019, hlm.200–

201. 
16 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1981. 
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2. Wasiat wajibah diambilkan dari warisan yang diperoleh oleh orang yang meninggal 

lebih dahulu daripada pewaris. 

3. Setelah zwarisan zwajibah zdiambil, zmaka zsisa zlainnya zdibagikan zkepada zahli zwaris 

zlainnya. 

Wasiat zwajibah zmemiliki zkesinambungan zdengan zhukum zkewarisan zIslam 

zsehingga zpelaksannaanya zdiserahkan zpenuh zkepada zhakim zuntuk zmenetapkannya zdalm 

zproses zpemeriksaan zperkawa zwaris. zWasiat zwajibah zmemiliki ztujuan zuntuk zmenegakkan 

zkeadilan zbagi zahli zwaris zyang zmemiliki zhubungan zdarah znamun znash ztidak zdiberikan 

zsebagaimana zmestinya zatau zdapat zjuga zbagi zorang ztua zangkat, zanak zangkat, zatau zanak 

zkandung zyang zberagam znon z– zmuslim zyang ztelah zberjasa zkepada zpewaris znamun ztidak 

zdiberikannya zbagian zdalam zketentuan zhukum zwaris zislam. zDemikian, zmelalui zwasiat 

zwajibah zdapat zdigunakan zsebagai zalternatif zbagi zmereka zuntuk zmendapatkan zbagian zdari 

zharta zpewaris17. 

Kedudukan zWasiat zWajibah zterhadap zAhli zWaris zNon z– zMuslim zdi zIndonesia 

Sejatinya zseorang znon-muslim ztidaklah zmendapatkan zwarisan, zkarena zharta zwaris 

zhanya zdiberikan zkepada zahli zwaris zyang zsenasab zdengan zorang zyang zmeninggalkan ztirkah 

zatau zharta zwarisan zyang zditinggalkannya, znamun zdemikian, zwasiat zadalah zpemberian 

zyang zdiberikan zkepada zorang zyang zberhak zmenerimanya zdan zdiberikannya zsetelah 

zmeninggalnya zorang zyang zmemiliki zharta zyang zdiwasiatkan, zdan zdalam zhal zwasiat 

ztidaklah zterbatas zkepada zsiapa zsaja, zbahkan zorang zyang zbernasab zdengan zyang zmeninggal 

ztidaklah zdapat zmenerima zwasiat, zadapun zwasiat zjuga ztidak zboleh zmelebihi zdari 

zsepertiga18. 

KHI ztelah zmengatur zmengenai zkewarisan zdalam zbuku zke zII zPasal z171 zsampai 

zdengan zPasal z214. zMelalui zPasal z171 zhuruf zc zKHI zmenegaskan zbahwa zseseorang zyang 

zmenjadi zahli zwaris zialah zyang zmemiliki zketerikatan zdalam zhubungan zdarah, zhubungan 

zperkawinan, zdan zberagama zislam zdengan zpewaris. zPernyataan inilah yang menjadi syarat 

agar seseorang menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Alternatif 

zapabila zseseorang zterhalang zkarena ztidak zmemenuhi zsyarat ztersebut zyaitu zdengan 

zmenggunakan zwasiat, zKHI ztelah zmengatur zmengenai zwasiat zdalam zBab zV zyang zmana 

zdalam zPasal z194 zsampai zdengan zPasal z209 zdan zdapat zdiuraikan zsebagai zberikut z: 

1. zPasal z194-208 zKHI zmengatur ztentang zwasiat zbiasa; zdan 

 
17 A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999. 
18 Shiddiq, Hukum Waris Islam, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1984. 
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2. zPasal z209 zmengatur zterkait zdengan zWasiat zWajibah zuntuk zanak zangkat zdan zorang ztua 

zangkat. z 

Secara zyuridis zformil zketentuan zdalam zKHI zPasal z209 zwasiat zwajibah zhanya 

zdiperintukkan zuntuk zanak zangkat zdan zorang ztua zangkat, zlalu zbagaimana zdengan zahli zwaris 

zyang zberagama znon zmuslim zKHI ztidak zmengatur zlebih zlanjut zterkait zdengan zhal zini 

zapakah zahli zwaris znon zmuslim zdapat zdiberikan zwarisan zdengan zmenggunakan zwasiat 

zwajibah19. zOleh zkarena zitu, zhakim zmemiliki zperan zuntuk zdapat zmenggunakan zfungsi 

zrechtvinding zterkait zdengan zkekosongan zhukum ztersebut. zSejalan zdengan zhal ztersebut 

zberdasarkan zPasal z5 zayat z(1) zUndang z- zUndang zNomor z48 zTahun z2009 ztentang 

zkekuasaan zkehakiman zmenegaskan zbahwa zhakim zdisini zwajib zuntuk zmenggali, zmengikuti, 

zdan zmemahami znilai-nilai zhukum zdan zrasa zkeadilan. 

Dalam zsistem zhukum zdi zIndonesia, zlembaga zwasiat ztermasuk zwasiat zwajibah 

zmenjadi zkompetensi zabsolut zdari zPengadilan zAgama zberdasarkan zUndang-Undang zNomor 

z7 zTahun z1989 ztentang zPengadilan zAgama zjo. Undang-Undang zNomor z3 zTahun z2006 

ztentang zPerubahan zUndang-Undang zNomor z7 zTahun z1989 ztentang zPengadilan zAgama. 

zHakim zyang zdimaksud zIbnu zHazmin zdalam zkewarisan zIslam zdi zIndonesia zdilaksanakan 

zoleh zhakim-hakim zdalam zlingkup zpengadilan zagama zdalam ztingkat zpertama zsesuai zdengan 

zkompetensi zabsolut zsebagaimana zdiperintahkan zundang-undang. zDalam zmenentukan 

zwasiat zwajibah, zsecara zyuridis zformil, zpara zhakim zPengadilan zAgama zmenggunakan 

zketentuan zKHI zsebagaimana zdinyatakan zdalam zInstruksi zPresiden zNomor z1 zTahun 

z199120. 

Wasiat zdipandang zsah zdan zmempunyai zakibat zhukum zmanakala ztelah zmemenuhi 

zrukun zdan zpersyaratan zyang ztelah zditentukan zdalam zaturan zhukum. zApabila ztidak 

zmemenuhi zrukun zdan zpersyaratannya, zmaka zwasiat zdianggap zbatal zdan ztidak zsah zsehingga 

ztidak zmenimbulkan zakibat zhukum. zDemikian zpula zhalnya, zwasiat zyang ztidak zmemenuhi 

zsyarat-syarat zsubjektif, zseperti: zorang zyang zberwasiat zmasih zdi zbawah zumur zatau 

zseseorang zyang zdipaksa zuntuk zmembuat zsurat zwasiat, zmaka zkasus zseperti zini zdapat 

zdilakukan zpembatalan zwasiat. 

Kedudukan zanak znon zmuslim zterhadap zharta zwarisan zpewaris zberagama zIslam 

zadalah zbukan zsebagai zahli zwaris zdimana zdalam zHukum zWaris zIslam ztidak zmengenal 

zadanya zpewaris zkepada zorang zyang zberbeda zagama z(non-muslim), zkarena ztujuan zdari 

 
19 Herman, Kedudukan Istri/Anak Non Muslim Terhadap Warisan Suami Yang Beragama Islam.  
20 Kamarudin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara 

Np.16K/AG/2010), Jurnal Mizani, Vol.25, No.2, 2015, 8. 
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zkewarisan zitu zsendiri zmenurut zkonsep zmaqashid zal-syariah z(tujuan zditurunkannya zsyariat 

zIslam) zsecara zoperasional zadalah zuntuk zmemelihara zharta zdan zketurunan. zHal zini zyang 

zmenjadi zalasan zbahwa zkedudukan zhak zanak znon-muslim zatas zwarisan zpewaris zmuslim 

zdiatur zdalam zHukum zWaris zIslam zyang zberlaku zdi zIndonesia zyang zmenempatkan zanak 

zyang zberagama zlain zdari zagama zyang zdipeluk zpewaris ztidak zmemperoleh zwarisan ztetapi 

zmemperoleh zwasiat zwajibah21. 

Kedudukan zwasiat zwajibah zbagi zahli zwaris znon-muslim zyang zada zdi zIndonesia 

ztelah zdiatur zoleh zMahkamah zAgung zpada ztahun z1998 zpada zPutusan zNo.368 zK/Ag/1999 

ztentang zseorang zanak zyang zmemutuskan zuntuk zpindah zagama z(non-muslim), zmaka 

zkedudukannya zakan zsama zdengan zahli zwaris zyang zberagama zIslam ztetapi ztidak zdapat 

zdikatakan zsebagai zahli zwaris zdan ztidak zyang zdidapatkannya zbukan zwarisan ztetapi 

zdinamakan zdengan zwasiat zwajibah. zPutusan zini zyang zdijadikan zsebagai zdasar zperluasan 

zpemberian zwasiat zwajibah zdari zyang zsebelumnya zhanya zdiatur zdalam zKHI zmengenai zanak 

zangkat zdan zorang ztua zangkat. Putusan zpemberian zwasiat zwajibah zkepada zahli zwaris znon-

muslim zdi zIndonesia zkemudian zdiputuskan zkembali zoleh zMahkamah zAgung zsetahun 

zkemudian zyaitu ztahun z1999 zdengan zPutusan zNo.51 zK/Ag/1999 ztanggal z29 zSeptember 

z1999 zyang zberbunyi: z“Ahli zwaris zyang zbukan zberagama zIslam ztetap zdapat zmewaris zdari 

zharta zpeninggalan zPewaris zyang zberagama zIslam, zpewarisan zdilakukan zmenggunakan 

zLembaga zWasiat zWajibah, zdimana zbagian zanak zyang zbukan zberagama zIslam zmendapat 

zbagian zyang zsama zdengan zbagian zanak zyang zberagama zIslam zsebagai zahli zwaris;” 

Putusan ini telah menguatkan bahwa kedudukan ahli waris yang beragama non-

muslim yang ada di Indonesia akan dianggap sama dengan ahli waris lainnya yang beragama 

Islam dengan adanya wasiat wajibah ini. zPemberian zwasiat zwajibah zkepada zahli zwaris znon-

muslim ztelah zditerapkan zoleh zMahkamah zAgung zsecara zkonsisten zsejak ztahun z1998 

zhingga zsetidaknya ztahun z2016, zyaitu zkepada zahli zwaris zyang ztidak zberagama zIslam. 

zDengan ztelah zkonsistennya zsikap zhukum zMahkamah zAgung ztersebut zmaka ztelah zmenjadi 

zyurisprudensi zdi zMahkamah zAgung. 

Permasalahan wasiat wajibah yang telah terjadi di Indonesia pada tahun sebelumnya 

dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk permasalahan wasiat wajibah di masa kini. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 368 K/AG/1995 yang mana dalam putusan ini 

berkaitan dengan perselisihan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, melalui 

 
21 Eka zApriyudi, Pembagian zHarta zWaris zKepada zAnak zKnadung zNon zMuslim zMelalui zWasiat 

zWajibah, zJurnal zKertha zPatrika Vol.40, zNo.1, 2018, 46.  
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putusan tersebut dapat dilihat melalui dasar pertimbangan atau alasan yany digunakan oleh 

hakim dalam memberikan besaran wasiat wajibah bagi ahli waris yang beda agama. Adapun 

alasan hakim memberikan sebagai berikut : 

a. Faktor sejarah, adanya penghambat secara regulasi mengenai pemberian harta 

warisan bagi ahli waris non muslim. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sempat 

terjadinya peperangan antara kaum muslim dan nom muslim di zaman dahulu 

dengan demikian, merasa perlu dilakukannya perlindungan akidah dan harta yang 

dimiliki oleh orang muslim dari penguasaan orang non-muslim karena ditakutkan 

dikemudian hari akan berpotensi untuk menyerang umat islam. Namun dalam 

keadaan sekarang hal tersebut tidak lagi relevan sehingga adanya hambatan 

tersebut perlu untuk dihilangkan.  

b. Interpretasi hakim, hakim memiliki tuntutan dan tanggung jawab atas perkara yang 

ditangani oleh karena itu, hakim wajib halnya untuk dapat melakukan penemuan 

hukum. Kewajiban yang dimiliki oleh hakim ini merupakan pemenuhan dari asas 

hukum formil yang mana hakim tidak dapat menolak perkara yang dengan alasan 

tidak ada hukum yang mengaturnya. Melalui interpretasi inilah hakim dapat 

menentukan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang dalam menerima 

warisan karena berbeda agama dengan pewaris. 

c. Argumentum zper zanalogium, zmerupakan zlandasan zhakim zdalam zmelakukan 

zpenemuan zhukum. Penggunaan zargumentum zper zanalogium zini zmerupakan 

zbentuk zimplementasi zdari zius zcuria znovit zdari zseorang zpenegak zhukum zdalam 

zhal zini zialah zhakim zdi zlingkungan zPeradilan zAgama. Metode zargumentum zper 

zanalogium zdigunakan zoleh zhakim zsebagai zsarana zuntuk zmenemukan zhukum 

zatau zhukum zlain zyang zserupa zdan ztuntutan zmasyarakat zagar zmendapatkan 

zpenilaian zyang zseragam. Ketentuan zserupa zuntuk zmenyelesaikan zkekosongan 

zhukum zdalam zhal zini zyaitu zmenggunakan zketentuan zyang ztelah zdiatur zdalam 

zKHI zterkait zdengan zwasiat zwajibah zyang zsecara zkhusus zdiatur zuntuk zanak 

zangkat zatau zorangtua zangkat. Fenomena ztersebut zyang zdapat zdipersamakan 

zdengan zahli zwaris zyang zberbeda zagama zkarena zdampak zyang zditimbulkan 

zsama-sama ztidak zmendapatkan zbagian zharta zwarisan zbahkan zketika zmasih 

zdalam zhubungan zkekeluargaan zbaik zitu zanak zkandung zmaupun zanak zangkat. 

Persamaan zdari zdua zfenomena zini zyang zmenjadi zimplikasi zdiberlakukannya zatas 

zsatu zperistiwa zke zperistiwa zlainnya zsehingga, zdaya zberlaku zdari zwasiat zwajibah 
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zdiperluas ztidak zhanya zuntuk zanak zangkat zatau zorang ztua zangkat zsaja zmelainkan 

zjuga zuntuk zahli zwaris zyang zberagama znon-muslim. 

d. Keberadaan zhukum zwaris zdi zIndonesia, zPengaturaj zhukum zwaris zyang zada zdi 

zIndonesia zdiatur zdalam zbeberapa zjenis zyaitu zhukum zwaris zperdata, zhukum 

zwaris zadat, zdan zhukum zwaris zislam. Berdasarkan zfakta zdi zlapangan zhukum 

zwaris zislam zmerupakan zsendi-sendi zmasyarakat zdalam zberkembang zdan 

zberdampingan zdengan zhukum zwaris zlainnya. Hukum zwaris zyang zada zdi 

zIndonesia zmerupakan zpilihan zbagi zmasyarakat zsecara zmenyeluruh zdi zseluruh 

zIndonesia. Penemuan zhukum zterkait zwasiat zwajibah zuntuk zahli zwaris zyang 

zberbeda zagama zmerupakan zupaya zdalam zmengimplementasikan zadanya 

zketentuan zhukum zislam zditengah zmasyarakat zIndonesia zyang zmajemuk.  

Beberapa alasan yang telah tertera diatas dapat memberikan pandangan yang 

menguatkan adanya permasalahan terkait dengan kekosongan hukum wasiat wajibah bagi 

ahli waris yang berbeda agama. Kedudukan yurisprudensi memiliki peranan yang sangat 

penting bagi para penegak hukum agar semakin bisa menilai dan memperkaya referensi 

hakim dalam memutus perkara yang serupa. Wasiat wajibah pertama kali dikenalkan di 

Mesir, terdapat perbedaan mendasar mengenai kegunaan wasiat wajibah antara negara 

Indonesia dengan Mesir. Ulama Mesir memperkenalkan wasiat wajibah sebagai jalan keluar 

bagi cucu yang tehalang oleh anak laki-laki. Wasiat wajibah di Mesir diatur dalam Undang-

Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Ketentuan wasiat wajibah diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 76-79 yang mana dalam ketentuan wasiat wajibah diperuntukkan untuk cucu 

atau cucu yang ayah atau ibu nya meninggal lebih dulu atau secara bersamaan waktunya 

meninggal dengan kakek atau nenek mereka, adalun ketentuannya sebagai berikut :22 

a. Garis keturunan laki-laki dapat berlaku seterusnya sampai akhir. Namun jika dari 

garis keturunan perempuan hanya terbatas pada anak atau anak-anak dari anak 

perempuan dari pewaris. 

b. S elama zmasa zhidupnya zpewaris zbelum zpernah zmemberikan zwarisan zkepada 

zorang zyang zberhak zmenerima zwasiat zwajibah. 

c. Besarnya zbagian zwasiat zwajibah ztidak zboleh zlebih zdari zsepertiga znamun zapabila 

zwasiat zwajibah zdiberikan zpada zorang zlaki-laki zdan zperempuan z(campuran) 

 
22 Anshoruddin, Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif 

Sosiologi, Romeo Grafika, Pontianak, 2015. 
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zmaka zbagian zyang zakan zdidapatkan zoleh zmasing-masing zorang ztersebut zsebesar 

z(2:1). 

d. Wasiat wajibah dilaksanakan dari wasiat biasa. Apabila seseorang mendapatkan 

bagian kurang dari sepertiga maka cukupkanlah bagain hingga sepertiga namun 

apabil seseorang mendapatkan bagian lebih dari sepertiga maka kelebihan dari itu 

merupakan wasiat biasa. Apabila yang mendapatkan wasiat wajibah lebih dari 

seorang maka harus ada yang diberikan wasit biasa dan yang tidak, seseorang yang 

tidak diberikan wasiat ini maka berhak untuk mendapatkan hak wasiat wajibahnya. 

Kesimpulan 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku 

bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara 

mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan 

terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah 

yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. 

zPenetapan zwasiat zwajibah zyang zdiatur zdalam zKHI zyang zhanya zdiperuntukkan zbagi zorang 

ztua zatau zanak zangkat ztersebut, zdengan zperkembagannya zmengarah zdari zdiluar zketentuan 

ztersebut zyaitu zsebagaimana zdalam zPutusan zMahkamah zAgung zRI zNomor z51.K/AG/1999 

ztanggal z29 zSeptember z1999 zbahwa zdalam zputusan ztersebut zhakim zmenetapkan zahli zwaris 

znon-muslim zsebagai zahli zwaris zberdasarkan zwasiat zwajibah zyang zbesarnya zsetara zdengan 

zbagian zahli zwaris zlain zyang zberagama zIslam. 

Kompilasi zHukum zIslam zsebenarnya zsudah zmengatur zbahwa zseseorang zakan ztetap 

zmenjadi zahli zwaris zapabila zpewaris ztelah zmembuat zsurat zwasiat. zAkan ztetapi, ztidak zsemua 

zpewaris zmembuat zwasiat. zLantas zbagaimana zdengan zseseorang z(istri/anak) znon zmuslim 

zdari zpewaris zmuslim zuntuk zmendapatkan zwarisan, zsedangkan zpewaris zjuga ztidak 

zmeninggalkan zwasiat zuntuk zistri/anak ztersebut23. zDalam zsistem zhukum zIndonesia zwasiat 

zmenjadi zkompetensi zabsolut zdari zPengadilan zAgama. zDalam zmenentukan zwasiat zwajibah, 

zsecara zyuridis zformil zterletak zpada zpara zhakim zPengadilan zAgama zseperti zdinyatakan 

zdalam zKompilasi zHukum zIslam. zWasiat zwajibah zmemiliki zkesinambungan zdengan zhukum 

zkewarisan zIslam zsehingga zpelaksannaanya zdiserahkan zpenuh zkepada zhakim zuntuk 

zmenetapkannya zdalam zproses zpemeriksaan zperkara zwaris. z 

 
23 Ahmad Azhar Bazhar, Hukum Waris Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010. 
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Kedudukan zanak znon zmuslim zterhadap zharta zwarisan zpewaris zberagama zIslam 

zadalah zbukan zsebagai zahli zwaris zdimana zdalam zHukum zWaris zIslam ztidak zmengenal 

zadanya zpewaris zkepada zorang zyang zberbeda zagama z(non-muslim), zkarena ztujuan zdari 

zkewarisan zitu zsendiri zmenurut zkonsep zmaqashid zal-syariah z(tujuan zditurunkannya zsyariat 

zIslam) zsecara zoperasional zadalah zuntuk zmemelihara zharta zdan zketurunan. zHal zini zyang 

zmenjadi zalasan zbahwa zkedudukan zhak zanak znon zmuslim zatas zwarisan zpewaris zmuslim 

zdiatur zdalam zHukum zWaris zIslam zyang zberlaku zdi zIndonesia zyang zmenempatkan zanak 

zyang zberagama zlain zdari zagama zyang zdipeluk zpewaris ztidak zmemperoleh zwarisan ztetapi 

zmemperoleh zwasiat zwajibah. zKedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang 

ada di Indonesia telah diatur oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 pada Putusan No.368 

K/Ag/1999 tentang seorang anak yang memutuskan untuk pindah agama (non-muslim), 

maka kedudukannya akan sama dengan ahli waris yang beragama Islam tetapi tidak dapat 

dikatakan sebagai ahli waris dan tidak yang didapatkannya bukan warisan tetapi dinamakan 

dengan wasiat wajibah. Putusan ini yang dijadikan sebagai dasar perluasan pemberian wasiat 

wajibah dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KHI mengenai anak angkat dan orang tua 

angkat. 
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